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SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALA T BUKTI DALAM 
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

Oleh : Fritje Rumimpunu' 

A. PENDAHULUAN 

Money /aundring yang sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia 
sebagai peocucian uang, mcrupakan istilab yang rtlatif belwn lama dikenal. 
Istilah ini menunjuk pada perbuatan di mana uang yang diperoleh melalui 
kegiatan yang bersifat rnelawan hukum tetapi kemudian setelah melalui 
aktivitas tertentu kembali k.cpada yang bersangkutan sebagai uang yang 
diperoleh secara sahltidak melawan hukum. Jadi. tbUlg itu melalui aktivitas 
tertentu "dicuci" schingga dari uang "kotor" menjadi uang yang Ubersib". 

Kasus-kaStis aWaI berkenv.n dengan ~ikenalnya istilah money 
laundring ini, yaitu menyangkut gembong-gembong narkotika di Amerika 
Latin yang setelah memperoleh uang hasil perdag:ln(;an narkotika, kemudian 
menggunakan uang itu untuk ditsnamkan di perusahaan-pertisahaan yang 
menjalankan kegiatan-kegiata..., yang sah. sehingga al-.himya uang itu ker~lbali 
kepada mereka sebagai U:1.."1g hasil usaha yang sah. Jejak asal mula uang itu 
telab hilang. 

Negara Indonesia juga telah menaruh perhatian pada masaiah money 
laundring (pencucian uang) ini. Penyebabnya antara lain telah tersebar berits 
bahwa ada orang~g Indonesia yang memperoleh harta kekayaan di 
Indonesia secara tidak. ~ di mana mereka kemudian, kemungkinan dengan 
menggunakan orang lain, meoanamkan uangnya ke pt;rusahaan-perusahaan di 
luar negeri &tau membentuk pe:rusahaan patungan dengan orang asing di luar 
negeri. SelanjutnY' perusahaan-perusahaan asing itu melakukan penanaman 
modal di Indonesia untuk bisois yang sah. Dengao demikian, pada akhirnya, 
melalui j_lan yang bert>elit-!>elit keuotungan akan kembali kepada yang 
bersangkutan sebagai uang hasil usaba yang sah. 

Untuk menghadapi hal-hal seperti ini, maka lndooesia telah 
membentuk Undang-undang nomor 15 Tabuo 2002 tentang Tiodak Pidana 
Pencucian Uang. Undang-undang Pencucian Uang uJi merupakan salah satu 
undang-undang di Indonesia yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus aeara 
pidana, yaitu ketentuan-ket.entuan khusus yang menyimpang dari ketentuan
ketentuan uinum aciri pidaD8 yang tcrdtipat dtilam Undang-undang Nomor 8 
Tabun 1981 leotang Hukum Acara l'idana (KUHAP). Keteotuan-keteotuan 
khusus yang dimaksudkan tcrsebut antara lain terJapat dalam Pasa! 35 dan 
Pml 38 UU No.15 Ta/uin 2002. Pada Pasal 35 UU No.15 Tabu'; 2002 
ditentukan bahwa untuk k.ept:ntingnn pemeriksaan di sldang pengadlJan, 
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terdol<wa wajib mcmbuktikRn bahwa lIarta Kckayaannya bukan mel1lpakan 
hasil tiodak pidana. 

Pasal ini merupakan kctcntuan khusus terhadap Pasal 66 yang terkait 
erat dengan sistem pembuktian yang dianut o lelt KUHAP. Pada Pasal 66 
KUHAP ini ditel1tukan bahwa lersa.llgka atau terdakwa tidak: dibebani 
kewajiban pembuktian. Dalam bagian penjelasan pasaJ ini dikatakan bahwa 
ketentuan ini adalah penjetmaan dan a.3as "pradug'l tak bersalahn

• 

Pada Pasal38 L'U No,15 Tahun 2002 dibcrikan ketentuan bahwa alat 
bukti pemeriksaan tinda.,< pidana pcncucian uang berupa: 

8 . alat bukti sebag..'\imana dimaksud dalam Hukum Acara Pidanaj 
b. alat bukti lain herups informasi yanG diucapkan. dikirimkan, 

diterima, atau d;~impan secara elektroni1r. dengan alat optik atau yang 
serupa dengan itu; dan 

c . dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal I &11gb 7. 
Pasal ini merupaY.an ketentuan kh"usus temadap ketentuan mengenai 

alat-alat bukti menurut Pasal 184 ay:J.t (I) KUHAP, di mana ditentukan 
bahwa alat bukti yang 'kth ialah : 

a. keterangan sakti; 
b. keterangan ahH: 
c. surat; 
d , petunjuk; 
e. keterangan terciakwa. 

Ketentuan-ketentuan khusus tt.rsebut telah menimbulkan pertanyaan 
tentang efektivitasnya dalarn praktek peradi1an. yaitu apakah ketentuan
ketentuan khusus itu dapat diterapkan dengz,n tanps. pennasaJahan yuridis. 
Hal ini perlu mendapatkan pembahasan, sebab jika ketentuan-ketentuan 
tersebut secara yuridis sukar diterapkan maka kcteiltuan-ketenruan itu tidak 
ada manfaatnya diadakan. sehingga perlu dilakukan pel1lbaban terhadapnya 
sehingga pada akhimya dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pembuatan 
ketentuan-ketentuan tersebut. 

Dengan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di alas ini. maka 
di dalam ranglca penulisan Karya Ilmiah, penuli~ hendak membahasnya di 
bawah judul "Sistem Pembuktian DaJl Alat Bukti dalam Undang-Undang 
Tindak. Pidana Pencuciau Uang". 

B. PERMASALAHAN 

Bertitik tolol< dari W1Iian se!>elumnya dapat dirumuskan masaJah
masalah sebagai berikut: Apakah Pasal 35 Undang-undang No.l5 Tahun 
2002 merupakan ketentuan yang dapat diterapkan daliuU praktek? Apakah 
Pasal 38 Undang-undar.g No. 15 Tahun 2002 mel1lpakan ketentuan yang 
dapat ditetapkan dalam praktek? 
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